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PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA

- KORUPSI

ABSTRAK

Bahwa jaksa merupakan koordinator dan mengendalikan proses penyidikan
tindak pidana korupsi bersama-sama Kepolisian dan KPK serta instansi lain yang
terkait secara langsung. Selain itu, pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana
korupsi, jaksa juga berperan memeriksa laporan baik dalam bentuk pengaduan
maupun berita yang ada dari media massa, mengkerucutkan karakteristik perkara
korupsi yang timbul dan juga tersangkanya, serta mengembangkan hasil penyidikan
dari Kepolisian dan KPK serta instansi yang tertkait secara langsung, dan melengkapi
berkas perkara korupsi dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum
dililmpahkan ke pengadilan. Pentingnya melakukan pemeriksaan tambahan yang
dilakukan oleh jaksa mengingat sifat tindak pidana korupsi itu sendiri yang tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi
digoiongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar
biasa. Maka dari itu peranan jaksa sangat dibutuhkan mengingat penanganan tindak
pidana korupsi harus dilakukan dengan cepat dan efektif dan didahulukan
penyidikannya dari pada penyidikan tindak pidana pada umumnya, serta bertujuan
menanggulangi hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik
yang timbul dari faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana,
masyarakat, serta faktor kebudayaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hakikat tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan
makmur, baik secara material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bangsa
Indonesia dihadapkan berbagai tantangan dan hambatan. Pembangunan Indonesia
meliputi berbagai aspek. Salah satunya adalah pembangunan di bidang hukum.
Pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang hukum di Indonesia dilakukan dengan cara pemantapan
sistem hukum yang berdaulat dan peranan badan-badan penegak hukum secara
terarah dan terpadu yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional
di berbagai bidang sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Perkembangan masyarakat akan menyebabkan berkembangnya pula kejahatan yang
akan menjadi hambatan dalam pembangunan nasional.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan

cara yang paling tua, setua peradaban itu sendiri.' Menurut pandangan para ahli

'Muladi dan Barda Nawawi. A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
1992, him.149. ’



hukum, pada asasnya ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi
“Hukum Pidana Umum (ius commune) dan Hukum Pidana Khusus ( ius singulare, ius
speciale, atau bijzonder strafrecht)”? Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan
berlaku secara umum, sebagaimana tertuang dalam KUHP. Sedangkan ketentuan
hukum pidana khusus menurut Pompe, Nolte, Sudarto, dan E. Kanter diartikan
sebagai “ ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya
pada perbuatan yang khusus (bijzonderlijkfeiten)”.?

Adapun salah satu jenis kejahatan yang menjadi hambatan dalam
pembangunan nasional adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana icorupsi
termasuk hukum pidana khusus, karena mempunyai spesifikasi khusus, baik dari segi
hukum acara maupun dari segi hukum matenilnya. Korupsi mempunyai dampak
buruk yang sangat besar bagi pembangunan selain menggerogoti keuangan, juga
sekaligus merusak sendi-sendi kepribadian bangsa yang terutama diakibatkan oleh
intellectual corruption tersebut. Tidak mengherankan kalau korupsi di masa kini
dapat menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah atau minimal menghambat
pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat." Korupsi tidak hanya pada
masyarakat yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi pada masyarakat yang sudah
maju. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah

yang membutuhkan uang sekedar menyambung hidup, namun juga dilakukan oleh

’Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Kasus Terhadap Proses Penyidikan,
Penuntutan, Peradilan, Serta Upaya Hukumnya Meurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1 9$—’9, Citra
Aditya Bhakti, Bandung, 2000, him.1.

*Ibid, him 1.

4 s
Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum, Kompas Media Nusantara
Jakarta 2001, him 74. I usan



masyarakat ekonomi menengah ke atas, baik secara individu maupun kelompok, baik
oleh masyarakat sipil maupun pejabat pemerintah.5
Korupsi merupakan salah satu dari kejahatan kerah putih (white collar crime),
yang sejak dekade tahun 1980-an telah mendapat perhatian luas dikalangan
masyarakat internasional. Dalam kongres PBB ke-6 mengenai Prevention of Crime
and Treatment of Offenders di Caracas pada tahun 1980, permasalahan korupsi
disinggung dalam salah satu item Crime and Abuse of Power( offence and offenders
beyond the reach of law) yang sebagai konsep melibatkan evaluasi moral dan etis.
Oleh komite PBB tersebut dilihat adanya 2 (dua) tipe dari pelanggaran yang sukar
dijangkau oleh hukum, yaitu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak
dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam arti hukum (Crime) akan tetapr sangat
merugikan masyarakat, dan pelanggaran yang menurut hukum dikualifikasikan dan
dirumuskan sebagai crime, terhadap penegak hukum secara politik dan ekonomi
ataupun karena keadaan sekitar pelanggaran yang dilakukan adalah demikian rupa
sehingga laporan ataupun penuntutan sulit diadakan.®
Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, satu diantaranya
dilakukannya pergantian peraturan lama dengan mengadakan peraturan baru dalam
meningkatkan efektifitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun hanya sedikit

masyarakat yang sadar terhadap bahaya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan

ngmisi ]femberamasan Korupsi, Memahami Untk Membasmi : Buku Sakv Unnik
Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cet.2, Jakarta, 2006, him. 1.

yoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Di Indonesia,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, him. 4.



sehari-hari mulai dari membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai dengan
penggelapan dana yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi diperlukan peranan dari berbagai
pihak. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum di Indonesia
antara lain ialah ; polisi, jaksa, hakim, dan advokat, serta pihak lain yang mempunyai
kewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.. Jaksa sebagai salah satu bagian
dari éparat penegak hukum mempunyai tugas yang tidak kecil dalam mengungkap
dan memecahkan segala macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam
masyarakat. Oleh karena itu jalinan kerja sama antar institusi penegak hukum yang
satu dengan yang lain mutlak diperlukan.

Maraknya tindak pidana korupsi yang timbul sejak berakhirnya zaman
pemerintahan orde baru merupakan hambatan besar bagi pembangunan nasional.
Penanganan tindak pidana korupsi tersebut melibatkan jaksa secara langsung sebagai
penyidik. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang penyidikan tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah kewenangan sebagai mana diatur
dalam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Tindak pidana korupsi merupakan kategori tindak pidana khusus yang
penyidikannya dilakukan oleh jaksa yang pada mulanya didasarkan pada Pasal 284
ayat (2) yang menyebutkan bahwa kejaksaan masih dapat bertindak selaku penyidik
untuk perkara-perkara tertentu termasuk korupsi selama kurun waktu dua tahun
semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana.’

Dalam praktiknya, masalah penyidikan banyak dipertanyakan oleh berbagai
kalangan disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semuanya
menyebutkan mengenai wewenang penyidikan dari jaksa, KPK, dan aparat
kepolisian. Adapun wewenang penyidikan tersebut disebutkan dalam pasal-pasal
berikut :

1. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai
tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan Undang-Undang.

2. Pasal 6¢c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu komisi pemberantasan tindak

7].-,Iuk_um Online, dimuat tahun 2009, “membuar garis wewenang penyidikan dan
penuntutan”, diakses pada tanggal 16 Februari 2009 pada pukul 21.10 WIB, http://hukumonlline.com.


http://hukumonllme.com

pidana korupsi mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

W

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yatiu Kepolisian Negara
Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan
yang dimiliki oleh polisi juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan
bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik indonesia.
Kejaksaan mempunyai peranan sangat penting dalam hal pemberantasan
tindak pidana korupsi. Kejaksaan merupakan institusi yang utama dalam penyidikan
tindak pidana korupsi.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi menurut
Darwan Prints, hukum acara yang digunakan untuk tindak pidana korupsi baik
ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.® Secara etimologis, penyidikan merupakan padanan kata bahasa Belanda

8 .
Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cet 1. PT Citra Adi A
Bandung, 2002, him. 91. ’ » e Sl il BLkE,



opsporing, dari bahasa Inggris investigation, atau dari bahasa latin investigatio.’
Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, penyidik untuk tindak pidana khusus sebagai mana tersebut
dalam undang-undadg tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku
lagi,hal ini memberikan pengertian bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain

sebagai jaksa penuntut umum, jaksa juga berperan sebagai penyidik.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peranan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi
diantara wewenang penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dimiliki
oleh Kepolisian dan KPK?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan penyidikan

tindak pidana korupsi?

*Lilik Mulyadi, Op Cit, him. 57.
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C. Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis membatasi pembahasan
hanya pada wewenang penyidikan yang dimiliki jaksa dalam tindak pidana korupsi

dan hambatan yang akan dihadapi.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui peran jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi
di antara wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian dan KPK.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran
untuk dapat dikaji secara ilmiah dan sebagai pelengkap dalam mempelajari

ilmu hukum.

2. Secara praktis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran

terhadap peranan jaksa dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana

korupsi.



F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalm penulisan ini adalah penelitian bersifat desknftif dengan
pendekatan yuridis empiris. Penulis akan meneliti fakta-fakta empiris yang terkait
pada peranan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi di lapangan.
Selanjutnya penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif guna
menunjang pendekatan empiris bagi peranan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak
pidana korupsi.
2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah di wilayah hukum
Kejaksaan Negeri Palembang.
3. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari
lapangan sebagai data primer dan dan kemudian dilengkapi dengan data sekunder.
Adapun data tersebut di atas berupa :

a. Data Primer, atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian

lapangan, melalui wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana

Khusus di Kejaksaan Negeri Palembang.
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b. Data sekunder, atau data yang menunjang atau melengkapi data primer yang
diperoleh melalui kepustakaan, asas-asas hukum, teori-teori hukum,
yurisprudensi, dan doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan
hukum yang dijadikan obyek studi kepustakaan meliputi:

1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen
resmi yang berhubungan resmi dengan permasalahan yang diteliti. Bahan
hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

¢) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

d)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.
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h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban.
i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
a) Literatur-literatur hukum pidaha yang berkaitan dengan materi skripsi.

b) Makalah atau surat kabar yang berkaitan dengan materi skripsi.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh memberikan
suatu gambaran jawaban dari perumusan masalah yang dikemukakan secara
sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Hasil dari
pangkajian permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan kemudian

ditarik dalam suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.
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